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Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan 
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tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-
undangn dan tugas pemerintahan umum lainnya, 
pemerinth daerah dapat membentuk Lembaga Lain 
sebagai bagian dari Perangkat Daerah; 

  c. bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu 
bagian dari pembangunan nasional dengan serangkaian 
kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 
maupun sesudah terjadinya bencana, maka perlu dibentuk 
Lembaga Badan Penanggulangan Bencana di Daerah; 

  d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk 
Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan 
Bencana Daerah Kota yang penetapannya dengan 
Peraturan Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI 

Dan 
WALIKOTA BINJAI 

 
MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KOTA BINJAI. 

 
 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonsia 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai. 
3. Daerah adalah Kota Binjai. 
4. Walikota adalah Walikota Binjai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Binjai. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai. 
7. Asisten adalah Asisiten Daerah Kota Binjai. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk 
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan Penanggulangan bencana di daerah. 

10. Bencana adalh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau 
faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

11. Bencana alam adlah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa 
gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi, dan wabah 
penyakit. 

13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau 
antar komunitas masyratakt dan teror. 
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14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

15. Kesiapsiagaan adalh serangkaian kegiatan yang dilakukakn 
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 
melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbilkan, yang meliputi 
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 
sarana. 

17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama 
untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
bencana. 

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca 
bencana, baik pada tingkat pemerintahan/ maupun 
masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, 
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 
masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, 
biologis, hidriologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 
politik, ekonomi, dan teknilogi pada suatu wilayah untuk 
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 
kemampuan untuk mananggapi dampak buruk bahaya 
tertentu. 

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup 
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali 
kelembagaan, prasarana dan sarana denan melakukan upaya 
rehabilitasi. 

21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko 
bencana, baik melalui pengurangn ancaman bencana maupun 
kerentanan pihak yang terancam bencana, 

22. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat 
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha ilik daerah. 
Koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha 
tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkendudukan 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai. 
 

 
BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI 
 

Pasal 3 
1) Badan penangulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga 

Teknis Fungsional unsur pengarah, yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan, secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah 
Kota. 

2) Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota merupakan unsur 
pengarah yang bertangungjawab kepada Walikota. 

3) Pengaturan dan penetpan Unsur Pengarah Badan Penangulangan 
Bencana Daerha Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Walikota, sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 4 

 
1) Unsur Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota 

merupakan unsur staf pembantu dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Pelaksana dan bertanggung jawab  kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota. 

2) Unsur Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota dibidang Penanggulangan Bencana sesuai 
tugas fungsinya. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan koordinasi terhadap Satuan Kerja 

Peerangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Usaha 
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dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan tahap pra bencana dan 
pasca bencana; 

b. Menyelenggarakan komando pengarahan Sumber Daya 
Manusia, peralatan, logistik dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Usaha dan Pihak Lain; 

c. Menyelenggarakan penyususnan langkah-langkah 
penanganan darurat bencana; 

d. Meyelenggarakan fungsi pelaksana secara terkoordinasi dan 
terintegrasi terhadap Satuan Kerja Perngkat Daerah, Instansi 
Vertikal di Daerah; 

e. Menyelenggarakan pembinaan arah kebijakan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan Kepala Badan, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
 
 
 

Pasal 5 
1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota, terdiri dari : 

a. Pelaksana; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
f. Seksi Pencegahan Kebakaran; 
g. Satuan Tugas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Sekretariat dipimpin oleh serang Sekretaris dan tiap –tiap Seksi 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

3) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan penanggulangan 
Bencana Daerah Kota sebagaimana pada lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

4) Uraian Tugas dan Fungsi masing-msing jabatan pada unsur 
pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota diatur 
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota. 

 
 

BAB IV 
ESELON DAN KEPEGAWAIAN 

 
Pasal 6 

 
1) Kepala Pelaksanan BPBD Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon IIIa. 
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2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kota sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b,c,d,e dan f adalah 
jabatan struktural eselon IVa. 

3) Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Kota berasal dari PNS 
yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, 
ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan 
bencana. 
 
 

BAB V 
TATA KERJA 

 
Pasal 7 

1) BPBD Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 

2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota melaksanakan sistem 
pengendalian intern di lingkungan masing-masing. 

3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan 
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kota dalam melaksanakan 
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan 
organisasi di bawahnya. 

5) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kota diadakan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan. 

6) Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provinsi dan 
BPBD Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 8 
1) Denagn diundangkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini, 

maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penanggulangan 
Bencana dinyatakan tidak berlaku lagi. 

2) Uraian tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota akan diatur dan ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Walikota. 

3) Standar pelaksanaan penanganan urusan penanggulanagn 
bencana akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Walikota. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

1) Unusr Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 
berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal 
dan Lembaga-Lembaga terkait setelah melaliu proses dan 
mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2) Jenjang kepengkatan, jabatan dan kepegawaian dalam pengisian 
pada Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota dilakukan melalui proses 
pembahasan Baperjakat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut 
berdasarkan Peraturan dan/ atau keputusan Walikota. 

 
Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai. 
 
 
 

Ditetapkan di Binjai 
pada tanggal 06 Desember 2011 

 
WALIKOTA BINJAI, 
 

 
   MUHAMMAD IDAHAM 

 
 
 

Diundangkan di  Binjai 
Pada tanggal 06 Desember 2011 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
 
 
IQBAL PULINGAN 
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 18
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA 
BINJAI 
NOMOR  : 18 Tahun 2011 
TANGGAL  : 06 Desember 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
(BPBD) 
KLASIFIKASI B 

  

KELOMPOK JABATAN 
 

 

BADAN PENANGGULANAGAN 
BENCANA DAERAH KOTA BINJAI 

 
KEPALA 

 

UNSUR PENGARAH 
 

• INSTANSI 
• PROFESIONAL  AHLI 

UNSUR PELAKSANA 
 

KEPALA PELAKSANA  
BPBD 

 

SEKRETARIAT 
 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

 

SEKSI 
KEDARURATAN DAN 

 LOGISTIK 
 

SEKSI 
REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 
 

SEKSI 
PENCEGAHAN 
KEBAKARAN 
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KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI 

    NOMOR  :    
  

TENTANG 
 

TIM REAKSI CEPATPENANGGULANGAN 
BENCANA KOTA BINJAI 

  

WALIKOTA BINJAI, 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat sesuai Pasal 51 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 
perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat 
Penanggulangan Bencana Kota Binjai; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Walikota tentang 
Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana 
Kota Binjai; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4723); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587);  

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1986 tentang Perubahan Batas Wilayah 
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Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3322);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Bantuan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan 
Sarana dan Prasarana Dalam 
Penanggulangan Bencana;   

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah; 

  10. Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

 11. Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi 
Cepat Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

  12. Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pedoman Komando Tanggap 
Darurat Bencana; 

 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Binjai(Lembaran Daerah Kota 
Binjai Tahun 2011 Nomor 18); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM 
REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA 
KOTA BINJAI. 

 

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan 
Bencana Kota Binjaidengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU terdiri dari : 

  a. Tim Pembina; 
  b. Tim Pengarah;  
  c. Tim Pelaksana; 
  d. Tim Sekretariat. 
            
KETIGA  : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA huruf a bertugas melaksanakan 
pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim 
Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota 
Binjai dalam penanggulangan bencana Kota 
Binjai sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan; 

    

KEEMPAT  : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA huruf b bertugas : 

          
  a. memberikan pertimbangan dan arahan 

terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi 
Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai 
sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan; 

  b. membantu pelaksanaan kegiatan lapangan 
Tim Reaksi Cepat  Penanggulangan Bencana 
Kota Binjai 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 
 
 

KELIMA  : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA huruf c bertugas : 

 

 a. mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi 
bencana dalam waktu tertentu termasuk 
mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, 
jumlah korban, kerusakan prasarana dan 
sarana, gangguan terhadap fungsi 
pelayanan umum pemerintahan serta 
kemampuan baik sumber daya alam 
maupun buatan; 

 b. melaksanakan pengkajian awal segera 
setelah terjadi bencana pada saat tanggap 
darurat; 

  c.  membentuk posko di lokasi yang dianggap 
perlu; 

  d. memperlancar koordinasi dengan seluruh 
sektor yang terlibat dalam penanganan 
bencana; 

  e. menyampaikan saran yang tepat dalam 
upaya penanganan bencana; 

 f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara 
periodik kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kota Binjai dengan tembusan atasan 
langsung masing-masing anggota Tim dari 
sektor terkait yang  meliputi : 

 

    1. laporan awal setelah tiba dilokasi 
bencana; 

   2. laporan berskala/perkembangan (harian 
dan   insidentil/khusus); 

  3. laporan lengkap/akhir penugasan. 
 

 

KEENAM  :  Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA huruf d bertugas : 

  a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan 
Tim Reaksi Cepat  Penanggulangan Bencana 
Kota Binjai; 

  b.  melaksanakan kegiatan tata usaha dan 
surat menyurat untuk kelancaran tugas Tim 
Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota 
Binjai; 

  c.  mempersiapkan rencana keuangan untuk 
kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat; 
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  d.  melaksanakan tugas–tugas lain yang 
diberikan oleh Tim Reaksi Cepat 
Penanggulangan Bencana Kota Binjai. 

 

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reaksi 
Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai 
bertanggungjawab kepada WaliKota Binjai 
melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai selaku 
Kepala BPBD Kota Binjai; 

              

KEDELAPAN :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota 
Binjai;                                                                                           

       

KESEMBILAN :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan diBinjai 
pada tanggal 2014 

 
WALIKOTA BINJAI, 

 
 
 
 

MUHAMMAD IDAHAM 
 
 

Tembusan : 
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta; 
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 
Sumut di Medan; 
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai; 
4. Kepala Bappeda Kota Binjai di Binjai; 
5. Inspektur   Kota Binjai di Binjai; 
6. Kepala BPKAD Kota Binjai di Binjai; 
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai di Binjai; 
8. Pertinggal. 
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  LAMPIRAN  I  KEPUTUSAN WALIKOTA 
BINJAI 

     NOMOR :  
   TANGGAL : 
   TENTANG : TIM REAKSI CEPAT 
PENANGGULANGAN  
      BENCANA KOTA BINJAI 
     

   
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT  
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BINJAI 

 
I.     Tim Pembina : 1. Walikota Binjai 
  2. Komandan Kodim 0203 
Langkat/Binjai 
  3. Kepala Kepolisian Resor Binjai 
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai 
  5. Wakil Walikota Binjai 
 
II. Tim Pengarah  :  
 
 Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Binjai  
 
 Wakil Penanggung  
 Jawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris 

Daerah Kota Binjai 
 Anggota  : 1. Asisten Perekonomian, 

Pembangunan dan Kesra Sekretaris 
Daerah Kota Binjai 

    2. Asisten Administrasi Umum 
Sekretaris Daerah Kota Binjai 

    3. Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Binjai 

    4. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Binjai 

    5. Inspektur  Kota Binjai 
 
III. Tim Pelaksana : 
 
 Ketua  :  Kepala Pelaksana BPBD  Kota Binjai 
 Sekretaris : Sekretaris Pelaksana BPBD  Kota 

Binjai 
 Anggota  : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota 

Binjai 
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    2. Bendahara Pengeluaran Pelaksana 
BPBDKota Binjai 

 
 Bidang-bidang : 
 A. BidangPengamatan Informasi dan Kajian Cepat/Awal 

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai 
Sekretaris :  Kepala Bagian Humas Setda Kota 

Binjai 
  Anggota : 1. Para Camat se-Kota Binjai 

   2. Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika Wilayah 
Kota Medan 

   3. Kepala Seksi Kedaruratan dan 
Logistik Pelaksana BPBD Kota 
Binjai 

 

B.  Bidang Penyelamatan dan Evakuasi 
  Ketua : Kepala Staf Kodim 0203 
Langkat/Binjai 

Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Pelaksana BPBD Kota 
Binjai 

Anggota : 1. Kepala Satpol PP Kota Binjai 
 

                                
2.  Kabag… 

 
  
   2. Kabag Ops Kodim 0203 

Langkat/Binjai 
   3. Kabag Ops Polres Binjai 
   4. Kepala Seksi Pencegahan 

Kebakaran Pelaksana BPBD Kota 
Binjai 

   5. Ketua PMI Kota Binjai 
   6. Ketua TAGANA Kota Binjai 
   7. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Binjai 
   8. Ketua Karang Taruna Kota Binjai 
   9. Staf Pelaksana BPBD Kota Binjai 
    10.Anggota Relawan Bencana Kota 

Binjai 
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 C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Binjai 
Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pelaksana BPBD  Kota 
Binjai 

Anggota :  1. Kepala Dinas PU Kota Binjai 
    2. Kepala Dinas Kesehatan  Kota Binjai 
    3. Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Binjai 
    4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan 

Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kota Binjai 

    5. Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham 
Binjai 

    6. Direktur PDAM Tirtasari Kota Binjai 
    7. Kepala Cabang PT. PLN Binjai 
    8. Kepala Puskesmas se-Kota Binjai 
    9. Staf Pelaksana BPBD Kota Binjai 
   10. Anggota Relawan Bencana Kota 

Binjai 
     

 
IV. Tim Sekretariat : Unsur Sekretariat Pelaksana BPBD 
Kota Binjai 
  

 
WALIKOTA BINJAI, 

 
 
 
 

MUHAMMAD IDAHAM 
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